BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PENGELOLA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akuratnya
pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Permerintah Kabupaten Batang Har, perlu menunjuk
Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang,
Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus
Barang Pengelola Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat
Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola
dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Pemerintah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
' Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerzh Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15936

Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan

Undarng-Undang Nomor 7 Tahun 19635 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat [I Sarolangun Bangko

dan Daerah Tingkat 1l Tanjung Jabung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 27535);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801});
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10.

11.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten ang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679), :

Undang-Urnidang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembarann Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 5533), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negaras Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 178);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten DBatang Hari Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Han Tahun 2022 Nomor 14);
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13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 82 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN
ANGGARAN 2023

Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan
Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu
Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Kabupaten
Batang Hari Tahun Anggaran 2023, sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang,
Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus
Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengelola Barang -

a. meneliti dan imenyetujui rencana kebutuhan
barang milik daerah;

b. meneliti dan menvetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah vang
memeriukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik
daerah; '

e. mengarmur pelaksanaan pemindahtanganan barang
milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau
DPRD,

[. melakukan  koordinasi dalam  pelaksanaan
inventarisasi barang milik daerah; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah.

2. F'Ejabétt Penatausahaan Barang .

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola
Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penvusunan rerncana

kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang;
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memberikan  pertimbangan kepada Pengelola
Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah vang
memerlukan persetujuan Bupati;

memberikan  pertimbangan kepada pengelola
barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan
barang milik daerah;

membenkan pertimbangan kepada pengelola
barang atas pelaksanaan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Bupati atau DPRD;

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
melakukan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
dari Pengguna Barang vang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain
kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta
barang milik daerah vang berada pada Pengelola
Barang;

. mengamankan dan memelihara barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
membantu Pengelola Barang dalam pengawasan
dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah; dan

menyusun laporan barang milik daerah.

3. Pengurus Barang Pengelola :

2.

b.

membantu  meneliti dan menviapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
rencana kebutuhan barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang;

membantu menelit: dan menyiapkan bahan
pertimbangan persctujuan dalam penyusunan
rencansa kebutuhan pemeliharaan /perawatan
barang milik daerah kepada Pejabat
Penatausahaan Barang,

menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah vang memerlukan persetujuan Bupati;
meneliti dokumen usulan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari
Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan
oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam
pengaturan pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;
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¢. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan vang telah
diserahkan dari Pengguna Barang vang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelengearaan
tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui
Pengelola Barang,;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daerah:

g menyimpan salinan dokumen Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang
Pengguna semesteran dan tehunan serta Laporan
Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan
Laporan barang milik daerah.

4. Pembantu Pengurus Barang Pengelola bertugas
membantu Pengurus Barang Pengelola dalam hal
melaksanakan tugas dan fungsi administratif.

Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang,
Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus
Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU melaksanakan tanggungjawabnya berpedoman
pada Peraturan Penmciang-um:'iangan vang berlaku.

Segala  biaya yang umbul akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Keputusan ini berlaku secjak tanggal 2 Januari 2023
sampal dengan tanggal 31 Desember 2023,

Ditetapkan di :  Muara Bulian
Pada tanggal : ¢ . ¢! - 2023
- % BUPATY BATANG HARI
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